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ABSTRAK

Proses penetapan nilai acuan upah minimum yang berlaku di Indonesia dilaksanakan dengan proses
panjang. Diawali Dewan Pengupahan Daerah (DPD) tingkat kabupaten/kota yang beris perwakilan
dari birokrat/pemerintah, akademisi, buruh dan pengusaha melakukan rapat. Kemudian membentuk
tim survei dan menjadwalkan untuk turun lapangan untuk mencari informasi sgjumlah barang atau
kebutuhan yang diperlukan pekerja lengkap dengan harga berlaku. Setelah survei lapangan dari
sgjumlah titik identifikasi yang ditentukan maka didapatlah angka K ebutuhan Hidup Layak (KHL)
Tujuan Penelitian untuk mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
terhadap penetapan Upah Minimum di Pematangsiantar dan untuk mengetahui Inflas , PDRB,
TPAK, dan IPM secara bersama - sama berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum di Kota
Pematangsiantar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
terbentuk dalam runtun waktu (timeseries). Data yang digunakan meliputi : Produk Domestik
Regiona Bruto (PDRB), Tingkat Inflasi , Tingkat Partispasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan
Manusia dan Pengeluaran Per kapita dari tahun 2004 — 2018 dipematangsiantar, yang diperoleh
dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pengaruh PDRB, Inflasi, TPAK , Pengeluaran per kapita , dan
IPM terhadap Upah Minimum Kota Pematangsiantar berpengaruh terhadap Upah Minimum Kota
Pematangsiantar. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik Fyiwng atau simultan. Bahwa variabel
bebas yaitu PDRB, Inflasi, Pengeluaran Perkapita, TPAK, dan IPM secara simultan berpengaruh
dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu Upah Minimum Kota Pematangsiantar

KataKunci : Produk Domestik Regiona Bruto; Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Upah Minimum Kota (UMK)

ABSTRACT

The process of determining the minimum wage reference value that appliesin Indonesia is carried
out with a long process. Beginning with the Regional Wage Council (DPD) at the regency / city
level which contains representatives from the bureaucrats / government, academics, laborers and
entrepreneurs, holds a meeting. Then form a survey team and schedule to go down in the field to
find information on a number of items or needs needed by workers complete with current prices.
After a field survey from a number of identified identification points, a Decent Living Needs (KHL)
is obtained. The research objective was to determine the effect of the Labor Force Participation
Rate (TPAK) on the determination of the Minimum Wage in Pematangsiantar and to deter mine that
inflation, GRDP, TPAK, and HDI together have a significant effect on the Minimum Wage in
Pematangsiantar City. The type of data used in this research is secondary data which is formed in
timeseries. The data used include: Gross Regional Domestic Product (GRDP), Inflation Rate,
Labor Force Participation Rate, Human Devel opment Index and Per capita Expenditure from 2004
- 2018 dipematangsiantar, which was obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The effect
of GRDP, inflation, TPAK, per capita expenditure, and HDI on the minimum wage of
Pematangsiantar City has an effect on the Minimum Wage of Pematangsiantar City. This is
evidenced by the dtatistical results Fcount or simultaneous. That the independent variables, namely
GRDP, Inflation, Per capita Expenditure, TPAK, and HDI simultaneously have an effect and are
significant on the dependent variable, namely the Pematangsiantar City Minimum Wage

Keyword : Gross Regional Domestic Product; Inflation, Human Development Index, Labor Force

Participation Rate, City Minimum Wage
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PENDAHULUAN

Tujuan Negara Republik Indonesia yang
terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 antara
lain: melindungi segenap Bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesgjahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dankeadilan sosial. Masalah kesgjahteraan
masyarakat harus diwujudkan setelah tercipta
rasa aman bagi masyarakatnya Negara
dikatakan netral, apabila kebijakan - kebijakan
yang dibuat bersifat melayani kepentingan
umum, bukan kepentingan sekelompok orang di
masyarakat ataupun kepentingan elit Negara
tersebut. Jadi yang dijadikan sebagai ukuran
kenetralan adalah hasil kebijakan - kebijakan
yang dikeluarkan.

Ketenagakerjaan  merupakan  masalah
mendasar yang dihadapi oleh hampir seluruh
Negara di dunia tak terkecuali di Indonesia
sekalipun. Dalam  ketenagakerjaan  ini
permasalahannya  bersifat multidimensi,
mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai
faktor dengan pola hubungan yang kompleks,
sehingga peneyelesaiannya menuntut arah
kebijakan yang multidimensi pula. Kondis
ketenagakerjaan di Indonesia hingga kini masih
menghadapi beberapa ketidakseimbangan yang
dimana pertumbuhan angkatan kerja dari tahun
ke tahun mengalami peningkatan, sedangkan
untuk penawaran terhadap tenaga kerja justru
tidak sgaan dengan jumlah tersedianya
lapangan pekerjaan. Dengan pertumbuhan
penduduk yang semakin pesat berdampak daya
tawar mereka terhadap lapangan kerja yang ada,
serta persaingan lapangan pekerjaan yang
semakin  ketat menyebabkan  banyaknya
penduduk yang tidak memiliki pekerjaan atau
biasa disebut pengangguran.

Dalan bidang ketenagakerjaan, upah
merupakan masalah yang sangat menarik untuk
dibahas dan ini merupakan ha yang sangat
berkaitan dengan ekonomi, dari berbagai
dimenss  untuk  ketenagakerjaan  sdlau
bersentuhan dengan upah. Upah adalah segala
macam pembayaran yang timbul dari kontrak
kerja, terlepas dari jenis pekerjaan dan
denominasinya. Upah menunj ukkan
penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai
imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya.
Upah dapat diberikan baik dalam bentuk tunai
atau natura.
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Indonesia sebagai Negara  sedang
berkembang, permasalahan dalam perburuhan
yang mengangkut tentang upah minimum
menjadi permasalahan yang kompleks. Dimana
ugpah minimum menjadi tolak ukur untuk
meningkatkan kesegjahteraan buruh. Oleh sebab
itu, upah harus cukup untuk memenuhi
kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan
waar. Kewgaran atau kepantasan upah dapat
dinilai dan diukur dengan melihat kecukupan
buruh dalam memenuhi Kebutuhan Hidup

Layak (KHL).
Buruh, pengusaha, pemerintah dan
masyarakat pada umumnya mempunyai

kepentingan yang sama atas system dan
kebijakan pengupahan. Buruh atau pekerja
adalah pihak yang menawarkan jasa dan
mempunyai peranan penting dalam proses
produksi, sehingga atas pengorbanan tersebut ,
buruh tersebut memperoleh imbalan jasa , dan
mempunyai peranan penting dalam proses
produksi, sehingga atas pengorbanan tersebut,
buruh tersebut memperoleh imbalan jasa dari
perusahaan berupa upah. Upah merupakan salah
satu indikator penting untuk mencukupi hidup
tenaga kerja. Oleh sebab itu para pekerja dan
serikat pekerja atau serikat bururh selalu
mengharapkan upah yang lebih besar untuk
meningkatkan taraf hidupnya (Sinaga, 2008).

Sedangkan bagi perusahaan upah
merupakan salah satu komponen biaya produksi
yang dipandang dapat mengurai tingkat laba
yang dihasilkan, sehingga pengusaha berusaha
untuk menekan upah pekerja atau upah buruh
serendah-rendahnya, hal ini merupakan salah
satu bagian dari kepentigan pengusaha untuk
meningkatkan keuntungan. Sedangkan
kepentingan tersebut bertentangan dengan
kepentingan para buruh. Buruh berkepentingan
terhadap meningkatnya upah sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan mereka

Hal inilah yang sering menimbulkan
konflik antara buruh atau pekerja terhadap para
pemilik modal atau pengusaha. Sering terdengar
dalam pemberitahuan media massa, kelompok
buruh yang melakukan aksi unjuk rasa bahkan
mogok kerja di beberapa tempat terkait dalam
penerapan upah yang dirasa kurang atau tidak
cukup dalam pemenuhan kebutuhan hidup
layak . Fenomena ini menunjukkan bahwa
persoalan upah merupakan masalah yang serius
dan bersifat substansial yang harus segera
disdesaikan agar konflik tidak terus menerus
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terjadi yang pada akhirnya akan berdampak
negatif bagi perekonomian Indonesia.

Maka dari itu, diperlukan intervensi atau
peran dari Pemerintah dalam mengatur masalah
pengupahan. Hal ini diperlukan sebagal suatu
upaya  untuk menghindari perbedaan
kepentingan antara pengusaha dan pekerja,
mengingat pasar tenaga kerja menempatkan
para pekerja dalam posisi yang lemah. Peran
pemerintah  dalam  mengatur  masalah
pengupahan ini dikenal dengan Kebijakan Upah
Minimum. Tujuan pengaturan ini adalah untuk
menjaga agar tingkat upah tidak merosot
kebawah (berfungsi sebagal jaring pengaman),
meningkatkan daya beli pekerja yang paling
bawah, dan mempersempit kesenjangan secara
bertahap antara mereka yang berpenghasilan
tertinggi dan terendah.

Berdasarkan hasil yang didapat maka
Dewan Pengupahan Daerah memberikan
laporan final kepada Bupati atau Walikota, dari
usulan upah minimum tersebut kemudian
disahkan dalam bentuk Keputusan Bupati /
Walikota tentang Upah Minimum Regional
yang berlaku selama tahun kedepan. Menurut
Gianie Kebijakan upah minimum adalah suatu
sistim pengupahan yang telah dipakai diseluruh
Indonesia. Sebagal dasar dapat dilihat dari dua
sis, Pertama, upah minimum merupakan alat
proteksi bagi para pekerja untuk pertahankan
nilac upah yang didapat daam upaya
pemenuhan  kebutuhan hidup  sehari-hari.
Kedua, sebaga aa proteksi terhadap
perusahaan atau pengusaha untuk pertahankan
produksi pekerja (Simanjuntak, 2002).

Proses penetapan nilai acuan upah
minimum yang berlaku di  Indonesia
dilaksanakan dengan proses panjang. Diawali
Dewan Pengupahan Daerah (DPD) tingkat
kabupaten/kota yang berisi perwakilan dari
birokrat/pemerintah, akademisi, buruh dan
pengusaha melakukan rapat. Kemudian
membentuk tim survei dan menjadwalkan untuk
turun lapangan untuk mencari informasi
sgumlah barang atau kebutuhan yang
diperlukan pekerja lengkap dengan harga
berlaku. Setelah survel lapangan dari sgumlah
titik identifikas yang ditentukan maka
didapatlah angka Kebutuhan Hidup Layak
(KHL). Berkaitan dengan penetapan upah
Undang —undang yang digunakan adalah pasal
88 Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan menyebutkan bahwa
pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan
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yang melindungi pekerja Kebijakan
pengupahan tersebut salah satunya dengan
penetapan upah minimum yang ditetapkan
secara sektoral maupun regiona. Pemerintah
dalam menetapkan upah minimum tersebut

dengan memperhatikan produktifitas,
pertumbuhan ekonomi serta memperhatikan
usahausaha yang paing tidak mampu

(marginal).

Peraturan mengenai  standar kehidupan
layak (KHL), diatur dalam Peraturan Keputusan
Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012. Yang
dimaksud dengan KHL adalah standar
kebutuhan yang harus dipenuhi seorang buruh
lgjang untuk dapat hidup layak, baik secarafisik
ataupun non fisik dalam kurun waktu satu
bulan. Selain itu, ddam Undang- undang pasal
89 Nomor 13 Tahun 2003 juga dijelaskan
bahwa kebutuhan hidup layak dalam penetapan
upah minimum dicapai secara bertahap.
Kebutuhan hidup layak dijadikan batasan
penetapan upah dan kebutuhan hidup layak
diperoleh melalui survei atau harga pasar.
Standar komponen yang selalu dihitung dalam
menghitung kebutuhan hidup layak, yaitu:
makanan dan minuman, sandang , perumahan,
pendidikan kesehatan, transportasi, serta
rekreas dan tabungan.

Jumlah tingkat output yang diproduksi
disebut dengan Produk Domestik Regiona
Bruto ( PDRB ). PDRB ini penting jika
digunakan dalam penetapan nila  upah
minimum karena tingkat output yang akan
berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan. Jadi
jika laba meningkat, maka tingkat upah
minimum selayaknya meningkat. Untuk melihat
sgjauh mana keberhasilan pembangunan dan
kesgahteraan  manusia, UNDP telah
menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur
kesuksesan pemabngunan dan kesejahteraan
suatu Negara. Pembangunan merupakan proses
struktural dalam penyeimbangan ekonomi yang
terdapat dalam suatu masyarakat sehingga
membawa kemajuan dalam arti peningkatan
taraf hidup aau penyempurnaan  mutu
kehidupan yang serba lebih baik, secara
material maupun  spiritual,pembangunan
harusah dipandang sebagai suatu proses
multidimensional yang mencakup berbagai
perubahan struktur sosial, skap - skap
masyarakat, serta institusi-institus nasional,
disamping  tetap mengejar akseleras
pertumbuhan ekonomi, penanganan
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ketimpangan pendapatan, dan pengentasan
kemiskinan (Todaro & Smith, 2006).

Selain menggunakan faktor Inflasi, PDRB,
IPM, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) juga digunakan dalam penetapan nilai
UMK. TPAK ini dapat digunakan untuk
mengetahui penawaran tenaga kerja, sehingga
dengan mengetahui tingkat penawaran tenaga
kerja tersebut, maka dapat disesuaikan upah
yang layak bagi pekerja karena biasanya upah
dihitung berdasarkan penawaran tenaga kerja.
Penurunan TPAK biasanya disebabkan oleh
terbatasnya jumlah lapangan  pekerjaan,
sehingga tingkat penawaran tenaga kerja akan
meningkat. Jika penawaran tenaga Kkerja
meningkat, kelebihan penawaran tenaga kerja
ini akan diserap oleh sektor informal yang
tingkat upahnyatidak diatur regulasi, yang pada
akhirnya akan mengurangi tingkat upah. Jika
pangsa tenaga kerja di sektor informal lebih
rendah, maka nilai upah akan memburuk.

Dasar penetapan UMP Sumatera Utara dan
UMK Pematangsiantar 2018 mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
tentang pengupahan , bukan dengan acuan KHL
seperti pada UMP/UMK pada umumnya. Untuk
tahun 2018 penetapan UMK Kota
Pematangsiantar menggunakan dasar PP No 78
tahun 2015, karena nilai persentase kenaikan
lebih tinggi dibandingkan dengan dasar acuan
KHL Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK)
khususnya di Kota Pematangsiantar ini tentunya
dipengaruhi oleh berbagai faktor. Namun,
dalam penelitian ini hanya dibatas pada faktor
PDRB,Tingkat Inflasi,Indeks Pembangunan
Manusia dan Tingkat Partisipas Angkatan
Kerja
KAJIAN TEORITIS
K ebijakan Publik

Kebijakan menurut (Parsons & An, 1995)
didefenisikan sebagal sebuah instrument
pemerintahan yang bukan hanya menyngkut
aparatur Negara, melainkan pula yang
menyangkut pemerintahan yang menyentuh
berbagai bentuk kelembagaan, baik swasta,
dunia usaha, maupun masyarakat yang madani
(civil society). Kebijakan pada umumnya
merupakan keputusan — keputusan atau pilihan -
pilihan tindakan secara langsung mengatur
pengelolaan dan pendistribusian sumber daya
aam, finansia dan manusia demi kepentingan
publik, yakni rakyat banyak, penduduk
masyarakat atau warga Negara. Ide kebijakan
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yang bukan privat atau murni milik individual,
tetapi milik bersama atau milik umum.

Menurut (Winarno, 2012), proses
pembuatan kebijakan publik merupakan proses
yang kompleks karena melibatkan banyak
proses maupun variabel yang harus dikgji. Oleh
karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh
minat untuk mengkaji kebijakan publik
membagi proses penyusunan kebijakan publik
kedalam beberagpa tahap. Tujuan pembagian
seperti ini adalah untuk memudahkan kita
dalam mengkaji kebijakan public.

Setelah formulas kebijakan selesai,
maka kebijakan tersebut sap  untuk
dilaksanakan oleh badan - badan dan agen-
agen pelaksana dan yang terakhir tahap evaluas
dimana kebijakan yang telah dilaksanakan
dilihat sgjauh mana telah mampu memecahkan
masalah. Perumusan kebijakan merupakan
sdah satu tahap yang penting daam
pembentukan kebijakan publik. Perumusan
kebijakan dapat dipandang sebgai kegiatan
yang dikemudian hari kelak akan menentukan
masa depan suatu kehidupan publik tertentu
apakah lebih baik atau sebaliknya. Untuk
membuat  perumusan  kebijakan  yang
komprehensif akan sangat dipengaruhi oleh
keberhasilan para analisis kebijakan dalam
merumuskan masalh kebijkan itu sendiri.

Menurut (Suharto, 2013) ada enam
langkah yang dilakukan dalam perumusan
kebijakan yaitu : Mengidentifikas isu
kebijakan; Merumuskan Agenda Kebijakan;
Melakukan konsultasi; Menetapkan Keputusan,
Implementasi; dan Evaluasi.

Upah

Pengertian upah berdasarkan Pasal 1 ayat
30 Undang — undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang K etenegakerjaan, adalah sebagai berikut
: “ Upah adalah hak pekerja atau buruh yang
diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi
kerja kepada pekerja atau buruh yang
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan , peraturan
perundang- undangan , termasuk tunjangan bagi
pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu
pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan”
Sedangkan menurut (Simanjuntak, 2002), upah
adalah imbalan yang diterima pekerja atau jasa
yang diberikannya dalam proses memproduksi
barang ataua jasa di perusahaan.

Dan menurut (Hakim, 2006) Upah
merupakan hak pekerja atau buruh dan bukan
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pemberian sebagai hadiah dari  pengusaha,
karena pekerja atau buruh telah dan akan
bekerja untuk pengusaha sesuai yang telah
diperjanjikan. Apabila ternyata pekerja atau
buruh tidak bekerja sesua yang telah
diperjanjikan, pekerja atau buruh yang
bersangkutan tidak berhak atas upah dari
pengusaha. Jadi upah melibatkan dua pihak
yang secara langsung berkaitan yaitu pengusaha
dan pekerja yang sama — sama memiliki hak
dan kewajiban masing — masing. Menurut teori
ekonomi , wupah dapat diartikan sebagal
pembayaran yang diberikan kepada tenaga kerja
buruh atas jasa — jasa fisk maupun mental
yang disediakan oleh para pengusaha dan
jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai
pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh
tenaga kerja meliputi masa atau syarat - syarat

tertentu (Sukirno, 2004) (Sumarsono, 2013)

mengemukakan perubahan tingkat upah akan

mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi
perusahaan.

Menurut (Rivai Veitzha, 2013), upah
dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

a. Upah menurut waktu , yaitu upah diberikan
kepada para pekerja menurut waktu
kapasitas kerjanya, dilakukan secara harian,
mingguan dan bulanan.

b. Upah menurut satuan hasil, yaitu upah yang
diberikan kepada para pekerja menurut
prestas yang dihasilkan oleh para pekerja
tersebut, diberikan berdasarkan banyaknya
hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya
waktu untuk mengerjakannya.

¢. Upah menurut borongan , yaitu suatu cara
pengupahan yang penetepan besarnya jasa
didasarkan atas volume pekerjaan dan lama
mengerjakannya

Upah Minimum

Secara umum  menurut  Hakim
(2006:17) upah minimum adalah upaya
mewujudkan penghasilan yang layak bagi
pekerja atau buruh dengan
mempertimbangkan peningkatan
kesgahteraan pekerja atau buruhtanpa
mengabaikan peningkatan produktivitas dan
kemajuan perusahaan serta perkembangan
perekonomian pada umumnya. Sesual
dengan Permenakertrans 07/2013 tentang
upah minimum, upah minimum adalah upah
bulanan terendah, terdiri dari upah
minimum pokok dan tunjangan tetap. Upah
minimum berdasarkan wilayah meliputi :
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pertama, Upah Minimum Provins (UMP)
adalah upah minimum yang berlaku untuk
seluruh kabupaten / kota disuatu provinsi;
kedua, Upah Minimum Kabupaten / Kota
(UMK) adalah upah minimum yang berlaku
didaerah Kabupaten atau Kota, Kketiga,
Upah Minimum Sektora Provinsi (UMSP)
adalah upah minimum yang berlaku secara
sektoral  diseluruh  kabupaten / kota
diseluruh wilayah priovinsi; keempat Upah
Minimum sektoral Kabupaten / Kota. Upah
Minimum dimaksudkan sebaga upaya
daam menjaga stabilitas perekonomian
suatu daerah satu SiS  untuk menjaga
investor agar tetap berada diwilayahnya,

dandi sisi lain  untuk melindungiatau
sebaga upaya perlindungan terhadap
pekerja yang lemah dalam bidang

pendidikan dan pengaaman kerjanya,

agartidak terjadi  kesewenangan atau

ketidakadilan dalam memberikan upah
Berdasarkan undang undang no 13 tahun

2003 disebutkan bahwa upah minimum hanya

ditujukan bagi pekerja dengan masa kerjanya O

(nol) sampai dengan 1 (satu) tahun. Defenis

tersebut terdapat dua unsur penting dari upah

minimum (Sumarsono, 2013) yaitu adalah :

a. Upah permulaan adalah upah terendah yang
harus diterima oleh buruh pada waktu
pertamakali diaditerima bekerja.

b. Jumlah upah minimum harudah dapat
memenuhi  kebutuhan hidup buruh secara
nominal yaitu kebutuhan untuk sandang,
pangan dan keperluan rumah tangga

Upah Minimum K ota adalah suatu standar
minimum yang digunakan oleh para pengusaha
atau pelaku industry untuk memberikan upah
kepada pegawai, karyawan atau buruh didalam
lingkungan usaha atau kerjanya pada suatu

Kabupaten / K ota pada suatu tahun tertentu

Nilai KHL dijadikan dasar pertimbangan
utama dalam perumusan upah minimum.

Namun , KHL bukan satu - satunya faktor yang

dipertimbangkan dalam penetapan upah

minimum. Seperti dalam penelitian ini
penetapan upah minimum juga
memepertimbangkan faktor - faktor lain
diantaranya adalah :

a. Inflasi, Inflasi adalah kecenderungan dari
harga — harga untuk naik secara umum dan
terus menerus (Sukirno, 2004). Akan tetapi
bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua
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barang sgja tidak disebut inflasi, kecuali
bila kenaikan tersebut meluas atau
menyebabkan kenaikan sebagaian besar dari
harga barang - barang lain (Boediono,
2017)

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Menurut (Mankiw, 2006) PDRB adalah
nilai pasar dari seluruh barang dan jasa jadi
yang diproduksi di suatu daerah pada
periode tertentu.

C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
Indeks pembangunan manusia (IPM)
merupakan suatu proses untuk memperbesar
pilihan yang ada bagi manusia. Dimana ada
tiga indikator yang terdapat pada IPM yaitu
lama hidup yang diukur dengan angka
harapan hidup ketika lahir, pendidikan yang
dapat diukur melalui rata-rata lama sekolah
, angka melek huruf.

d. Tingkat Partispass Angkatan Kerja (
TPAK), Tingkat Partisipas Angkatan Kerja
(TPAK) adalah suatu indikator
ketenagakerjaan yang memberikan
gambaran tentang penduduk yang aktif
secara ekonomi dalam kegiatan sehari —hari
merujuk pada suatu waktu dalam periode
survei. TPAK adaa indikator yang biasa
digunakan untuk menganalisis partispas
angkatan kerja.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto

terhadap UMK

Menurut (Mankiw, 2006), PDRB adalah
nilai pasar dari seluruh barang dan jasa jadi
yang diproduks di suatu daerah pada periode
tertentu. Sisi produksi ekonomi merubah input
seperti tenaga kerja, dan modal menjadi output.
Input semacam buruh, dan modal disebut
faktor produksi, sedangkan pembayaran
terhadap faktor tersebut seperti upah dan bunga
disebut pembayaran faktor (faktor of payment).
Pengertian PDRB menurut Badan Pusat
Statistik adalah jumlah nilai tambah yang
dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam
suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh
nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh
unit ekonomi disuatu wilayah.

Sukirno (2004) menjelaskan bahwa PDRB
adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan
jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun
disuatu wilayah tertentu tanpa membedakan
kepemilikan faktor produksi, tapi lebih
memerlukan keberadaan faktor produksi yang
digunakan dalam proses produksi itu, PDRB
merupakan salah satu pencerminan kemajuan
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ekonomi suatu daerah. . Salah satu komponen
dari pendapatan nasional yang selalu dilakukan
perhitungannya adalah pendapatan perkapita
yaitu pendapatan rata - rata penduduk suatu
negara pada tahun tertentu (Tarigan, 2020)
Kenakan PDRB akan  menyebabkan
pendapatan daerah dari sektor pagak dan
retribus meningkat. Hal tersebut berdampak
pada peningkatan PAD didaerah tersebut.
Penelitian data PDB yang  digunakan
berdasarkan wilayah regional kabupaten / kota
yang biasanya disebut Produk Domestik
Regiona Bruto (PDRB). Data PDRB yang
digunakan adalah PDR Batas dasar harga
konstan 2000 pada semua sektor industry
karena penelitian ini menganalisis mengenai
upah minimum kota.

Dalam penetetapan upah minimum , pihak
pemerintah dan Dewan Pengupahan akan tetap
menggunakan faktor lain yaitu PDRB (
Bersales ,2014) . Apabila terjadi peningkatan
produktivitas tenaga kerja yang diukur dengan
output PDRB, maka upah minimum
selayaknya ditingkatkan. Peningkatan output
PDRB merupakan sebuah pertumbuhan
ekonomi bagi suatu daerah. PDRB digunksn
untuk berbagai tujuan, salah satunya untuk
mengukur kinerja keseluruhan. Jumlahnya
akan sama dengan jumlah dari nilai nominal
konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah
untuk barang dan jasa.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (
IPM ) terhadap Upah Minimum Kota

Dalan rangka pembangunan bangsa
dibutuhkan modal manusia yang memenuhi
kualifikasi keterampilan, pengetahuan dan
kompetens pada berbagai bidang
keahlian.Indeks pembangunan manusia
digunakan untuk mengukur seberapa besar
dampak vyang ditimbulkan dari upaya
peningkatan kemampuan modal dasar manusia.
Pembangunan yang dihitung menggunakan
ukuran besar kecilnya angka pendidikan,
kesehatan dan daya beli. Semakin tinggi angka
yang diperoleh maka semakin tercapa tujuan
dari pembangunan. Pembangunan di bidang
ketenagakerjaan antara lain ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga
mampu mendorong perkembangan dunia
usaha. Salah satu upaya untuk mendorong
peningkatan kesgahteraan tenaga kerja
dilakukan kebijaksanaan pengupahan melaui
penetapan upah minimum yang telah
disesuaikan dengan keadaaan perkembangan
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perekonomian. Masalah tenaga kerja tidak
dapat dipisshkan dengan Upah Minimum
Regional (UMR), upah minimum adalah salah
satu pertimbangan bagi para investor yang
ingin menanamkan modalnya di suatu daerah.
Semakin tinggi tingkat upah minimum regional
suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat
ekonominya dan semakin sgahtera pula
masyarakatnya.

Dalam teori ekonomi pendapatan pelaku
ekonomi ( measured income) yang terbagi
menjadi pendapatan tetap dan pendapatan tidak
tetap. Dalam konteks pekerja upah merupakan
komponen pendapatan permanen. Upah selalu
berkaitan dengan upah rill dan upah nominal.
Upah yang diterima oleh para pekerja disebut
dengan upah nomina sedangkan upah rill
merupakan upah yang telah diterima atau upah
minimal. Upah tenaga kerja mempengaruhi
eksitensi kehidupan para pekerja. Jadi semakin
besar upah yang diterima oleh pekerja maka
tingkat kemakmurannya akan semakin tinggi,
sebaiknya jika upah pekerja semakin kecil
maka tingkat kemakmuran pekerja akan
semakin rendah pula.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah dalam
penelitian ini yaitu untuk melihat faktor-faktor
yang mempengaruhi Kebijakan Penetapan
Upah Minimum Kota (UMK), maka peneliti
akan mengkaji lebih lanjut faktor-faktor apa
sgjakah yang menjadi penentu besaran UMK di

kota Pematangsiantar.
Gambar 2.1
Kerangka Konseptual
Produk Domestix Regicral Bruto
{ (EDRB)
‘ e Upeh Mnimum
7 Kota (UMK
Indeks Pembanguman Manusia
‘ (M) /
4 N m—— ,
‘ Tingkat Partisipast Angkaten
Kenja (TPAK)
Hipotesis
a. Produk  Domestik Regiona Bruto
berpengarun  terhadap penentuan  upah
minimum K ota Pematangsiantar.
b. Tingkat inflasi berpengaruh  terhadap
penentuan  upah minimum Kota
Pematangsiantar
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c. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh
secara signifikan terhadap upah minimum
kota Pematangsiantar

d. Tingkat Partisipass Angkatan  Kerja
berpengaruh secara signifikan terhadap upah
minimum kota Pematangsiantar

e. Variabel PDRB, Inflas, TPAK
berpengaruh signifikan terhadap
minimum kota Pematangsiantar

JIPM
upah

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder yang
terbentuk dalam runtun waktu (timeseries).
Data yang digunakan meliputi :  Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat
Inflasi , Tingkat Partispas Angkatan Kerja,
Indeks Pembangunan Manusia dan Pengeluaran
Per kapita dari tahun 2004 - 2018
dipematangsiantar, yang diperoleh dari Badan
Pusat Statistik (BPS). Sedangkan karakteristik
penelitian ini adalah bersifat replikatif, sehingga
hasil uji hipotesis didukung oleh penelitian
terdahulu yang di uji kembali dengan kondis
lain namun berdasarkan karakteristik yang
kurang lebih sama.

Penelitian ini dilakukan di  Kota
Pematangsiantar. Unit analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Upah Minimum
Kota Pematangsiantar tahun 2004-2018 dan
waktu pelaksanaan penditian dilakukan dalam
kurun waktu sebulan.

Metode pengumpul an data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah menggunakan data
sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak
secara langsung namun dengan cara menyalin
data yang telah ada dan berkaitan dengan

penelitian ini diperolen dari Badan Pusat
Statistik (BPS).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Pematangsiantar merupakan

Kotamadya Tingkat 1l dan juga sebagai kota
terbesar kedua di provinsi Sumatera Utara. Data
dari BMKG Kota Pematangsiantar mengenai
letak geografis bertitik di garis 2°53°20”" —
3°01’00”’Lintang Utara dan 99°1°00”" -99°
6’35’ Bujur Timur, dan berada tepat ditengah -
tengah wilayah Kabupaten Simalungun. Luas
daratan kota Pematangsiantar sendiri mencapai
79,971 Knv, terletak di ketinggian 400-500
meter diatas permukaan laut (Mdpl) yang terdiri
dari 8 Kecamatan dan 53 Desa / Kelurahan
defenitif. Kecamatan yang ada di Kota
Pematangsiantar antara lain Siantar Barat,
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Siantar Marihat, Siantar Marimbun, Santar
Martoba, Siantar Selatan, Siantar Sitalasari,
Siantar Timur, Siantar Utara, jumlahPenduduk
Kota Pematangsiantar 249.505 jiwa atau 3.120
kepadatan penduduk rata - rata dalam kilometer
persegi padatahun 2018

4.1 Kebijakan Upah Minimum Kota

4.1.1 Upah Minimum Kota (UMK)

Sesuai undang - undang nomor 13 tahun
2003 tentang K etenagakerjaan bahwa penetapan
upah minimum dapat dipastikan akan lebih
besar atau setidaknya sama dengan upah
minimum tahun sebelumnya. Kecenderungan
ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya
yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam
kaitannya dengan pemenuhan dan penetapan
upah minimum. Upah Minimum
Kotamerupakan suatu standar upah
minimumyang ditetapkan oleh Pemerintah Kota
Pematangsiantar yang harus dipatuhi oleh para
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cenderung selau mengalami  kenaikan
setigp tahunnya. Berdasarkan tabel di atas
perkembangan UMK di kota Hal ini dapat
dilihat peningkatan upah yang paling besar
dapat dilihat pada selisih tahun 2013 dan
2014 yang mengalami pertambahan sebesar
Rp 201.000,-.
4.1.2 PDRB Kota Pematangsiantar

Produk Domestik Regoina Bruto (PDRB)
merupakan hasil atau out put barang dan jasa
yang dihasilkan oleh seluruh sektor kegiatan
ekonomi di Kota Pematangsiantar atas dasar
harga konstan tahun 2018 (persen / tahun).
Kenalkan PDRB  juga  mencerminkan
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dibawah
ini adalah Tabel PDRB K ota Pematangsiantar

Tabel 4.2

Perkembangan PDRB Perkapita Atas Harga
Konstan Kota Pematangsiantar Tahun 2004 —

pengusaha atau pelaku industry  untuk o -

: . Tahun PDRE (Ep) PDRE (%)
memberikan upah kepadapegawai atau buruh o ST CiE
|gjang dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 2003 £.731.489 577
1 (satu) tahun termasuk pekerja yang masih 2006 7.103.003 5.96
dalam masa percobaan didalam lingkungan 2007 7.440.615 5,12
usaha kerja dalam bentuk rupiah pada tahun 2008 7.838.665 <
t(Rp/bulan) dan perkembangan tahun ke tahun }E[l’ﬁ :;glj;; 85
(persen/bulan). Berikut adalah table UMK Kota e s o
Pematangsi antar 2012 28.089.277.98 6.63

Tabel 4.1 2013 30.079.346 47 575
Perkembangan UMK Kota Pematangsiantar 2014 30.984.515 96 533
Tahun 2004 - 2008 2013 32304.024 88 426
Tahun UME Pematangsiantar (juta mpiah) 2016 33.580.801.01 398
2004 505.000 2017 34.790.380,00 3,57
%gg; ;;éggg 2018 36.174.302,56 _ 4,20
e T Sumber: BPS Kota Pematangsiantar, 2004-
2008 220.000 2018
2009 513000 Perkembangan PDRB di kota Pematangsiantar
:g 1[13 1905?[-)0550 dari tahun ke tahun selau mengalami
i S 5005 peningkatan yang cukup stabil, bahkan
2013 1305.000 pertumbuhan ekonomi di kota Pematangsiantar
2014 1.506.000 dalam beberapa tahun terakhir terus bertumbuh
2015 1.626.000 pOSItIf
2016 1.2813.000 . .
2017 1963000 4.1.3Inflasi Kota Pematangsiantar
2018 2.132.000 Inflasi adalah suatu keadaan ekonomi

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota
Pematangsiantar, 2018

Perkembangan UMK di kota
Pematangsiantar pada umumnya mengalami
kenaikan yang fluktuatif setiap tahunnya.
Kenaikan ini seiring dengan pertumbuhan
ekonomi yang terjadi di kota
Pematangsiantar yang salah satunya dapat
dilihat dari perkemabangan PDRB yang

yang memperlihatkan naiknya harga barang
dan jasa secara umum dan berlangsung
terus menerus yang dapat dinyatakan dalam
bentuk (persen / tahun). Berikut ini adalah
tabel perkembangan Inflas di Kota

Pematangsiantar.
Tabel 4.3
Perkembangan Inflasi di Kota Pematangsiantar
Tahun 2004 - 2008



EKUILNOMI : Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 3 No. 1 Mei 2021

DOI : 10.36985/ekuilnomi.v3i1.529

Tahun Inflasi{ %)
2004 131
2003 19.67
2006 6.06
2007 837
2008 10.16
2009 212
2010 068
2011 425
2012 473
2013 12.02
2014 794
2013 3.36
2016 4.76
2017 3.1
2018 2.15

Sumber: BPS Kota Pematangsiantar,2004-2018

Inflasi yang terjadi di kota Pematangsiantar
dalam kurun waktu tahun 2004-2018
cenderung fluktuatif atau tidak beraturan,
kadang  mengalami kenailkan  ataupun
penurunan. Berdasarkan keterangan tabel diatas
dalam kurun waktu tahun 2004 — 2018 Inflas
tertinggi di Kota Pematangsiantar terjadi pada
tahun 2005 mencapai 19.67%, dan Inflasi
paling rendah sepanjang tahun 2004 — 2018
adalah tahun 2018 dengan Inflas mencapai
2,15%.

4.1.4 Perkembangan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia digunakan
untuk mengukur seberapa besar dampak yang
ditimbulkan dari upaya  peningkatan
kemampuan modal dasar manusia. Semakin
tinggi angka yang diperoleh maka semakin
tercapa tujuan dari pembangunan. Berikut
adalah data perkembangan IPM (%) Kota
Pematangsiantar.

Tabel 4.4
Perkembangan IPM di K ota Pematangsiantar
Tahun 2004 - 2018
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Sumber: BPS K ota Pematangsiantar,2004-2018
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan
bahwa tingkat perkembangan IPM mengal ami
naik turun sehingga dapat dinyatakan indeks
pembangunan dari tahun ke tahun belum
mencapal arti pembangunan kota
Pematangsiantar, dilihat dari data peningkatan
IPM cukup menjanjikan bahwa IPM kota
Pematangsiantar terbilang cukup baik, dan
peningkatan yang terbilang baik ada pada tahun
2018 sebesar 77,80 %
4.1.5Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK adalah situasi yang menggambarkan
jumlah angkatan kerja suatu kelompok umum
sebagai persentase penduduk dalam kelompok
umur  tersebut. Berikut  dapat  dilihat
perkembangan TPAK kota pematangsiantar
dalam bentuk (%) padatabel berikut :

Tabel 4.5
Perkembangan TPAK di Kota Pematangsiantar
Tahun 2004 — 2008

Tahun Tingkat Partisipasi Angkatan Eega (%)
2004 5292
2003 33,00
2006 33,80
2007 38,62
2008 62,58
2009 64,11
2010 62,53
2011 67.11
2012 6442
2013 64,00
2014 5147
2015 68,63
2016 67.63
2017 67.12
2018 66.29

Sumber: BPS K ota Pematangsiantar,2004-2018

Tahun

IPM (%)

2004

7342

2005

75 81

2006

13,95

2007

76,25

2008

76,52

2009

73,52

2010

73,61

2011

74351

2012

73,05

2013

73,83

2014

76,83

2015

76,34

2016

76,90

2017

77,54

2018

Berdasarkan tabel diatas dari tahun ke tahun
TPAK  menagalami naik turun  sesuai
perkembangan dari tahun ke tahun , dan dapat
dilihat pada tahun 2015 angka TPAK mencapai
68,63 % yang artinya pada tahun 2015 jumlah
angkatan kerja paling banyak sesuai data di
atas.
4.2 Uji Asums Klasik
4.2.1 Uji Nor malitas

Uji Normalitas adalah uji yang digunakan
untuk mengetahui apakah residua terdistribus
secara normal atau tidak. Pengujian normalitas
dilakukan menggunakan metode grafik P-Plot
normal. Dari hasil grafik dapat dilihat apakah
persebaran data penelitian memiliki sebaran
data yang norma atau tidak. Sebaran data
dikatakan normal apabila sebaran titik-titik
mengikuti garis diagonal atau mendekati garis
diagonal

Gambar 4.2
Grafik P-Plot Normal
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: UMK

0.3

i)
i

Expscted Cum Proh
=
1

[N g T T
01 [ T4 6 A

Observed Cum Preb
Sumber : hasil pendlitian, 2019 (data diolah)

Dari gambar grafik terlihat bahwa persebaran
titik — ftitik di sekitar garis diagonal dan
mengikuti arah garis diagonal. Ha ini
menggambarkan bahwa data terdistribus
normal.
4.2.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah hubungan linier
yang terjadi diantara variabe - variabe
independen  Pengujian  terhadap  gegjaa
multikolinearitas dapat dilakukan dengan
menghitung Variance Inflation Factor (VIF)
dari hasil estimasi. Jika nilai Variance Inflation

Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan
nilaiTolerance tidak kurang dari 0,1, maka
model dapat dikatakan terbebas  dari
multikolinearitas.

Tabel 4.6

Hasil Uji Multikolinearitas

Model T Sig. Collinaarity Statistics
Tolerance VIF
Constant) -1.637 .00a
P 12222 00| AT 209
I inflasi 3352 35| 1678
FM 7937 000 950  1.053
TPAK 323 754 388 2794

Sumber : hasil penelitian, 2019 (datadiolah)
Dari hasil nilai tolerance pada table 4.9

menunj ukkan:

a PDRB nilai tolerance 0.477> 0.1, nilai VIF
2.094< 10

b. Inflasi nila tolerance 0.596> 0.1, nila VIF
1.678< 10

c. IPM nilai tolerance 0.950> 0.1, nila VIF
1.053<10

d. TPAK nila tolerance 0.358> 0.1, nilai VIF
2.794< 10
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Berdasarkan keterangan tersebut tidak ada
satupun nilai tolerance yang memiliki nilai
kurang dari 0.1 yang berarti tidak adanya nilai
korelas antar variabel independen. Hasil
perhitungan nilai Variance Inflation Factor
(VIF) juga menunjukkan bahwa tidak ada
satupun variabel yang bernilai lebih dari 10.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak
ada terjadi multikolinearitas antar variabel
independen dalam model regresi.

4.2.3 Uji Heter oskedastisitas

Uji Heteroskedagtisitas digunakan untuk
menguji apakah dalam model regres terjadi
ketidaksamaan variance atau residual satu
pengamatan ke pengamatan lain. Saah satu
cara untuk menguji Heteroskedastisitas dengan
uji Scatter Plot.

a. Uji ini dilakukan dengan melihat polatitik -
titik pada scatter plot regresi.

b. Jkatitik - titik menyebar dengan pola yang
tidak jelas diatas dan dibawah angka nol
pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah
heteroskedastisitas

Gambar 4.3
Scatter Plot uji Heter oskedastisitas
Scatterplot
Dependent Varlable: LMK
3,
3 1 2L 0
H o
[i4 ol
=
Ao o ’ 2
€ e o
2 a
2 o
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2
H
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o
x
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-I -l 1} 1 2

Regression Standardized Predicted Value

Sumber : hasil penelitian, 2019 (datadiolah)

Pada grafik Scatterplot terlihat bahwa titik-titik
meneyebar secara acak (random) serta tersebar
baik diatas maupun dibawah 0 pada sumbu Y.
Hal ini dapat dissimpulkan bahwa tidak terjadi
masal ah Heteroskedastisitas pada Penelitian ini
Tabel 4.7
Hasil Analisis Regresi Berganda
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Coefficients”
Unstandardized Coefficents

Model Standardized

Coefficients

Sig.

B Std. Emor Bata
[Constant) |-13224757243| 1754596443 T3] 000
PDRE | 035 003 B35 a8 Jilif]

1 infesi | 9220685 6906418 08| 1335 211
IPM | 178436463 22482657 80| 7eaT|  ooo
TRAK | 24p2E5E| 7695388 025 754

Ea.DependentVanabie:UMK
Sumber : hasil pendlitian, 2019 (data diolah)
Menurut hasil analisis regresi berganda
pada tabel 4.7, maka dapat disusun persamaan
regres yaitu:
Y=Bo+B X +B X B X B, X yre
Y = -13224757,249+ 0,35X,-9220,695 X+
178436,463 X3+ 2482,555 X, + e
Dari hasil estimasi diatas dijelaskan bahwa
pengaruh variabel — variabel bebas yaitu PDRB,
Infalsi, Pengeluaran Perkapita, TPAK, IPM dan
variabel terikat  yaitu UMK Kota
Pematagsiantar sebagai berikut:

1. By =-13224757,249 satuan
Kongtanta regresi ini menunjukkan apabila
variabel PDRB, Inflas, Pengeluaran
Perkapita, TPAK dan IPM dianggap tetap
atau konstan maka akan terjadi peningkatan
pada UMK Kota Pematangsiantar sebesar -
13190200.674 satuan

2. X,=0.35
Terdapat pengaruh positif PDRB (Produk
Domestik Bruto) terhadap UMK Kota
Pematangsiantar. Apabila terjadi
peningkatan pada PDRB sebesar 1% maka
akan terjadi penurunan pada UMK Kota
Pematangsiantar sebesar. 0.035, dengan

asumsi  variabel Inflasi, Pengeluaran
Perkapita, TPAK, dan IPM tetap atau
konstan.

3. X, =-9220,695
Terdapat pengaruh negatif Inflasi terhadap
UMK Kota Pematangsiantar. Apabila terjadi
peningkatan pada Inflasi sebesar 1% maka
akan terjadi penurunan pada UMK Kota
Pematangsiantar sebesar. 9220,695. dengan

asumsi  variabel PDRB, Pengeluaran
perkapita, TPAK, dan IPM tetap atau
konstan.

4. X, =178436,463
Terdapat pengaruh positif IPM  terhadap
UMK Kota Pematangsiantar. Apabilaterjadi
peningkatan pada IPM sebesar 1% maka
akan terjadi penurunan pada UMK Kota
Pematangsiantar sebesar. 178436,463dengan
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asums  variabed PDRB, Pengeluaran
perkapita, Infalsi, dan TPAK tetap atau
konstan.
5. X, =2482,555

Terdapat pengaruh positif TPAK terhadap
UMK Kota Pematangsiantar. Apabila terjadi
peningkatan pada TPAK sebesar 1% maka
akan terjadi penurunan pada UMK Kota
Pematangsiantar sebesar. 2482,555 dengan

asumsi variabd PDRB, Pengeluaran
perkapita, Infalsi, dan IPM tetap atau
konstan

4.3 Uji Hipotesis
4.3.1Uji t (Parsial)

Uji parsa digunakan untuk mengetahui
pengaruh variabel independen secara tersendiri
terhadap variabel dependen. Jika nilai
signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka HO
ditolak yang artinyaterdapat cukup bukti bahwa
variabel independen berpengaruh terhadap
variabel dependennya. Sebaliknya, jika nilai
signifikansi lebih besar dari 0.05 maka HO
diterima yang artinya tidak cukup bukti bahwa

variabel independen berpengaruh terhdap
variabel dependen.
Tabel 4.8
Output hasil SPSS
Model t 5.
(Constant) A L
i PORB 12.222| 000
{Inflesi -1.335 211
‘IPM 7.937 000
TRAK, 323 754

Sumber : hasil penelitian, 2019 (data diolah)
Diketahui bahwa tia diperoleh berdasarkan (a:
n-k-1) maka diperoleh:

a. Pengaruh PDRB terhadap UMK.

UMK dengan signifikansi 5% dan df = 10

sehingga tpe diketahui sebesar 2.22814,

maka thung (12,222) > tipe (2.22814) dan

diperoleh nilai signifikan 0.000 yang lebih
kecil dari 0.05. Maka berdasarkan hasil
pengolahan data berarti PDRB berpengaruh
positif dan signifikan terhadap UMK kota

Pematangsiantar
b. Pengaruh Inflas Terhadap UMK

UMK dengan signifikanst 5% dan df = 10

sehingga tpe diketahui sebesar 2.22814,

maka thiwung (-1,335) < tia (2.22814) dan

diperoleh nilai signifikan 2,11 yang lebih
besar dari 0.05. Maka berdasarkan hasil
pengolahan data berarti Inflasi berpengaruh
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negatif dan tidak signifikan terhadap UMK

K ota Pematangsiantar
¢. Pengaruh IPM terhadap UMK

UMK dengan signifikans 5% dan df = 10

sehingga tpe diketahui sebesar 2.22814,

maka thitung (7,937) > tiaba (222814) dan

diperoleh nilai signifikan 0.000yang lebih

besar dari 0.05. Maka berdasarkan hasi

pengolahan data berarti IPM berpengaruh

positif dan signifikan terhadap UMK
d. Pengaruh TPAK terhadap UMK

UMK dengan signifikans 5% dan df = 10

sehingga tpe diketahui sebesar 2.22814,

maka thwng (0,323) < tue (2.22814) dan

diperoleh nilai signifikan 0,754 yang lebih

besar dari 0.05. Maka berdasarkan hasil

pengolahan data berarti TPAK berpengaruh

positifdan tidak signifikan terhadap UMK
432Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui
pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen secara bersama - sama. Variabel
independen dikatakan mempengaruhi variabel
dependen secara bersam-sama jika nila
Signifikanss F yang didapat lebih kecil dari
taraf signifikansi 0.05, dan jika nila
signifikansi lebih besar dari 0.05 maka variabel
bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap
variabel terikat
Tabel 4.9
Hasil Output SPSS

ANOVA'
SumofSquares|  df Megn Square F 5ig.
370204191530 Q42551047842 | 11253  000|
593 675
BATERITI6117 B37H17261.17
il i
3853959303042 14|
39

Model

.

Regression

=]

1 .Residual

Total

8. Depandent Vanable: UMK

b. Predictors; (Constant, TPAK, IPM, Infasi, PDRB
Sumber : hasil penelitian, 2019 (data diolah )

Berdasarkan data diatas dengan nila
signifikansi 0.05 dan df 10 dapat di ketahui
Fhitung (112,536) > Faa (359) dan nilai
signifikansi hasil uji 0.000 lebih kecil dari 0.05.
Dapat dissmpulkan bahwa PDRB, Inflasi, IPM,
dan TPAK secara bersama - sama berpengaruh
positif dan signifikan terhadap UMKKota
Pematangsiantar
4.3.3 Koefisien Determinasi (RSquar€)

R Square digunakan untuk mendeteks

seberapa kemampuan model dalam
menerangkan variabel independen
Tabel 4.10
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Hasil Output SPSS

Model Summary”
Model R R Square | Adjusted R |5td. Emorofthe
Square Estimate
1 489" A7 570 §1517.852

8. Predictors: (Constanf), TRPAK, IPM, Infiesi, PDRB
b. Dependent Veriable: UMK
Sumber : hasil penelitian, 2019 (datadiolah)

Berdasarkan tabdl di atas nilai RSquare adalah
0,978 atau 97.8%. Ha ini diartikan bahwa
sebanyak 97,8% variabel UMK dapat dijelaskan
oleh variabel PDRB, Inflas, IPM dan TPAK
sedangkan sisanya sebesar 2.2% ( 100 % - 97.8
%) dipengaruhi oleh variasi lain di luar model
regres
4.4 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh Produk Domestik Regional Bruto,
Inflasi, Tingkat Partisipas Angkatan Kerja,
Indeks Pembangunan Manusia dan Pengeluaran
per kapitaterhadap Upah Minimum Kota
Pematangsiantar. Maka dalam penelitian ini
diperoleh dengan melakukan pengujian andisis
data dengan menggunakan program SPSS Versi
21
a. Pengaruh Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) terhadap Upah Minimum

Kota (UMK) Pematangsiantar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

PDRB berpengaruh positif terhadap Upah
Minimum Kota Pematangsiantar. Hal ini
dibuktikan dari hasil uji t untuk variabel PDRB.
Hal ini menunjukkan bahwa variabel PDRB
secara parsial ada pengaruh yang signifikan
antara variabed PDRB terhadap UMK atau
dengan kata lain H, diterima.

b. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Upah
Minimum Kota (UMK) Pematangsiantar
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Inflasi berpengaruh negatif terhadap Upah
Minimum Kota Pematangsiantar. Hal ini
dibuktikan dari hasil uji t untuk variabel
Inflasi. Ha ini  menunjukkan bahwa
variabel Inflas secara parsial tidak ada
pengaruh yang signifikan antara variabel
Inflasi terhadap UMK atau dengan katalain

H, ditolak.

C. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) terhadap Upah Minimum Kota
Pematangsiantar
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh
positif terhadap Upah Minimum Kota
Pematangsiantar. Hal ini dibuktikan dari

hasil  uji t untuk variabel Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini
menunjukkan bahwa variabd Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) secara parsia

ada pengaruh yang signifikan antara variabel

IPM terhadap UMK atau dengan katalain H,

diterima
d. Pengaruh Tingkat Partisipas Angkatan

Kerja terhadap Upah Minimum Kota

(UMK) Pematangsiantar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

TPAK tidak berpengaruh terhadap Upah
Minimum Kota Pematangsiantar. Ha ini
dibuktikan dari hasil uji t untuk variabel TPAK.
Hal ini menunjukkan bahwa variabel TPAK
secara parsid tidak ada pengaruh yang
signifikan antara variabel TPAK terhadap UMK
atau dengan katalain H, ditolak.

e. Pengaruh PDRB,Inflas, TPAK
Pengeluaran per kapita , dan IPM
terchadap Upah  Minimum  Kota
Pematangsiantar
Pengaruh  PDRB,Inflasi, TPAK

Pengeluaran per kapita , dan IPM terhadap
Upah Minimum Kota Pematangsiantar
berpengaruh terhadap Upah Minimum Kota
Pematangsiantar. Hal ini dibuktikan dengan
hasil statistik Fiung atau  simultan. Bahwa
variabel bebas yaitu PDRB, Inflag,
Pengeluaran Perkapita, TPAK, dan IPM secara
simultan berpengaruh dan signifikan terhadap
variabel terikat yaitu Upah Minimum Kota
Pematangsiantar

Berdasarkan pengujian SPSS nilai RSquare
adalah 0.978 atau 97.8%. Hal ini diartikan
bahwa sebanya 97.8% variabe UMK dapat
dijelaskan oleh variabd PDRB, Inflag,
Pengeluaran Perkapita, TPAK, dan IPM
sedangkan sisanya sebesar 2.2% ( 100 % - 97.8
%) dipengaruhi oleh variasi lain di luar model
regresi.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh Ilham Kistanto
(2013) yang menyatakan PDRB,,IPM dan
TPAK berpengaruh secara signifikan dan
sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan
terhadap UMK kota Pematangsiantar
KESIMPULAN DAN SARAN
51 KESIMPULAN
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Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh variabel PDRB, Tingkat
Inflasi, TPAK, IPM dan Pengeluaran per
kapitaterhadap  Upah  Minimum  Kota
Pematangsiantar, untuk mengetahui yang mana
paing dominan diantara variabel bebas
tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan, maka penelitian ini mengambil
kesimpulan sebagai berikut:

a. Variabel PDRB (X,) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap UMK (Upah Minimum
Kota) (Y) di Kota Pematangsiantar.

b. Variabel Inflasi (X,) berpengaruh negatif
dan tidak signifikan terhadap UMK (Y) di

K ota Pematangsiantar.

c. Variabel IPM (X,4) bepengaruh positif dan
signifikan terhadap UMK (Y) Kota
pematangsi antar.

d. Variabel TPAK (X3) berpengaruh positif dan
tidak signifikan terhadap UMK (Y) di Kota
Pematangsiantar.

e. PDRB (Xy), Inflasi (X,), IPM (X3), TPAK
(X4), berpengaruh secara smultan terhadap
besaran Upah Minimum Kota (UMK) hal ini
dapat dibuktikan dengan hasil statistik Friwng
dimana variabel PDRB (X,), Inflas (X5),
IPM (X3), TPAK (X4), yang berpengaruh
signifikan adalah variabel PDRB (X;) , IPM
(X,) dan TPAK (X4)

5.2 Saran

Berdasarkanhasilpenelitian, pembahasan,
dankesimpulan yang diperolehmaka saran yang
dapatdiberikanadal ah:

1) Pemerintah perlu membuat perundang-
undangan tentang upah minimumyang
dapat diterima pengusaha maupun buruh
sehingga tercipta hubungan yang baik
antara buruh dan pengusaha, dalam rangka
mewujudkan perjanjianyang setara dan

seimbang
2) Diharapkan pemerintah kota
Pematangsiantar  dapat  meningkatkan

lapangan pekerjaan untuk meningkatkan
pertumbuhan dan kesgjahteraan penduduk
daam hal untuk membantu masyarakat
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3) Dadam menetapkan upah minimum
pemerintah  harus  melihat  Situas
perekonomian secara makro yang salah
satunya adalah inflasi. Pemerintah harus
dapat mengendalikan tingkat inflas pada
single digit ( di bawah 10% ) agar
perekonomian dapat stabil dan
meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi
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sehingga pada akhirnya dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) Masyarakat/pekerjalserikat  buruh harus
meningkatkan pendidikan dan
keterampilan kerja melalui pelatihan kerja
agar skill dan produktivitas semakin
meningkat  sehingga pekerja  dapat
memperoleh upah yang tinggi yang dapat
meningkatkan kesejahteraan pekerja, sdlain
itu pekerjajuga jangan menuntut upah dari
dari pengusaha/perusahaan terlalu tinggi
dilaur kemampuan perusahaan/pengusaha
apabaila telah dibayarkan upah sesuai
standar minimum Kota.

5) Adanya peningkatan penawaran kerja akan
menurunkan tingkat upah, sehingga perlu
digalakkan program kewirausahaan untuk
mengurangi jumlah penawaran tenaga
kerja.

Untuk penditian selanjutnya, sebaiknya
menganalisa lebih lanjut variabel - variabel
yang lebih tepat untuk menghasilkan suatu
dugasan yang tepat untuk memperbaiki teori
yang ada
Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya
menganalisa lebih lanjut variabel-variabel yang
lebih tepat untuk menghasilkan suatu dugaaan
yang tepat untuk memperbaiki teori yang ada
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